BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : S©2 /22 ~Tohun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelayanan

perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk
Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staatsblad

1926 : 226 yang telah diubah dengan Staatsblad 1940 : 430);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



-
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14.Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
178);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
183);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011
tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukocharjo Tahun 2011 Nomor

S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
185);
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20.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nonior 191);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun
2011 tentang Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 196);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203);

23 .Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014
tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukcharjo Nomor 208};

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Suk ~harjo Nomor 4 Tahun 2014
tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukocharjo Nomor 222);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten  Sukoharjo (Lembaran Dacrah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukcharjo Nomor 236);

27 . Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Nonperizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU . Membentuk Tim Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, dengan
susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
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Tugas Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah :

a. melaksanakan koordinasi, peninjauan lapangan dan membuat

Berita Acara Pemeriksaan untuk memperlancar proses
perizinan; dan

b. memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
penerbitan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalu1 Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 503.05/102/2015 tentang Pembentukan Tim
Pelayanan dan Tim Teknis Perizinan pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

in1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 22 JSomuari 26l

BUPATI SUKOHARJO,

S B
WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Administrasi Umum  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

5. Tim yang bersangkutan.




SUSUNAN TIM T]

Lampiran

5.

Nomor
Tanggal

: Keputusan |

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

Bupati Sukoharjo

CLKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

KEDUDUKAN

No. NAMA /JABATAN DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. Kepala Dinas Penanaman Modal | Penanggungjawab | Bertanggung  jawab
dan Pelayanan Terpadu Satu atas pelaksanaan
Pintu Kabupaten Sukoharjo kegiatan

2. Kepala Bidang Pelayanan Ketua Bertanggung  jawab
Perizinan Pekerjaan Umum pada atas pelaksanaan
Ihnas Penanaman Modal dan kegiatan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

3. Kepala Seks1 Verifikasi Perizinan Sekretaris Bertanggung jawab di
Pekerjaan Umum pada Dinas bidang
Penanaman Modal dan kesekretariatan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

4. Kepala Bidang Pelayanan Anggota Bertanggung  jawab
Perizinan Perekonomian pada sesual bidang
Dinas Penanaman Modal dan tugasnya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

S. Kepala Bidang Pelayanan Anggota Bertanggung  jawab
Perizinan Pariwisata, Sosial dan sesual bidang
Budaya pada Dinas Penanaman tugasnya
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

. Kepala Seksi Pelayanan Anggota Bertanggung  jawab
Perizinan Pekerjaan Umum pada sesual bidang
Dinas Penanaman Modal dan tugasnya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

7. Kepala Seksi Penerbitan Anggota Bertanggung  jawab
Perizinan Pekerjaan Umum pada sesual bidang
Dinas Penanaman Modal dan tugasnya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

8. Kepala Seksi Pelayanan Anggota Bertanggung  jawab
Perizinan Perekonomian pada sesual bidang
Dinas Penanaman Modal dan tugasnya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

0. Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Anggota Bertanggung  jawab
Perekonomian pada Dinas sesuail bidang
Penanaman Modal dan tugasnya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

~»
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10. | Kepala Seksi Pelayanan Anggota Bertanggung jawab
Perizinan Pariwisata, Sosial dan sesuai bidang tugasnya
Budaya pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo

11. | Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Anggota Bertanggung jawab
Pariwisata, Sosial dan Budaya sesual bidang tugasnya
pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo

12. | Unsur Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab
Sekretartat Daerah Kabupaten sesual bidang tugasnya
Sukoharjo

13. | Unsur Satuan Polisi Pamong Anggota Bertanggung jawab
Praja Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya

14. jUnsur Dinas Pekerjaan Umum Anggota Bertanggung jawab
dan Penataan Ruang Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo

15. | Unsur Dinas Lingkungan Hidup Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya

16. | Unsur Dinas Perindustrian dan Anggota Bertanggung jawab
Tenaga Kerja Kabupaten sesual bidang tugasnya
Sukoharjo

17. { Unsur Dinas Pendidikan Dan Anggota Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten sesuai bidang tugasnya
Sukoharjo

18. | Unsur Dinas  Perdagangan, Anggota Bertanggung jawab
Koperasi, Usaha Kecil Dan sesual bidang tugasnya
Menengah Kabupaten Sukoharjo

19. | Unsur Dinas Komunikasi dan Anggota Bertanggung jawab
Informasi Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang tugasnya

20. | Unsur Dinas Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya

21. | Unsur Badan Keuangan Daerah Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya

22. | JOKO SARJONO, SE Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada Dinas sesuai bidang tugasnya
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

23. | EKO SUWANTO, S.Sos Anggota Bertanggung jawab

Fungsional Umum pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

sesuail bidang tugasnya

Y
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24. | SUYATI Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada Dinas sesuail bidang tugasnya
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

25. | SRIYONO, SE Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada Dinas sesuail bidang tugasnya
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

26. | JOKO WALUYO, SE Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada Dinas sesuai bidang tugasnya
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

27. | HARIYANTO, SH Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada Dinas sesual bidang tugasnya
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

28. | MUHTAR ROSYIDI Anggota Bertanggung jawab

Fungsional Umum pada
Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Sukoharjo

Dinas
dan
Pintu

sesuai bidang tugasnya

UPATI SUKOHARJO, }

™ I

WARDOYO WIJAYA



